BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN

Menimbang

Mengingat

DAN LAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat {1) Peraturan
Pemerintah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum
memberikan layanan publik tertentu;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah, selain melakukan
Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian
terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon
layanan tertentu;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

" Pemerintah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status

Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai tata
cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan
penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak
Daerah Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik;

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat {Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851},
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6215};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tetang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126};

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
DAN LAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

1.
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Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Garut.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama
adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak
atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Pusat.

Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajkan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari
15 {lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib
Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Nomor Pgkok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terkait prosedur pengajuan dan
persyaratan permohonan dalam pemberian layanan publik.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terutama
didalam membayar PBB-P2 dan BPHTB,;

b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam asas Pelayanan
Publik;
c. terlaksananya Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan sebelum Layanan Publik Tertentu
diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

d. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten

yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam rangka memberikan
layanan publik tertentu.
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Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
oleh:

a. Bapenda untuk memperoleh Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah; dan
b. KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Negara.

Pasal 4

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan
layanan publik tertentu wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban Pajak Daerah terhadap permohonan layanan publik tertentu.

Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
berupa:

a. pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untuk tanah dan bangunan yang
menjadi objek dan/atau terkait dalam perijinan yang dimchonkan; dan

b. pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana
dimaskud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB IV
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten
meliputi:

a.
b.

perizinan dan non perizinan; dan

pelayanan administrasi kependudukan.

BABV

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP

(1)

(2)

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki:

a. NPWPD; dan

b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang berada di wilayah kerja Daerah
Kabupaten.

Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yang belum
memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:

a. Bapenda untuk penerbitan NPWPD; dan

b. KPP Pratama yang berada di wilayah kerja Daerah Kabupaten untuk
penerbitan NPWP.,
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Pasal 7

Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Kabupaten yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2), Bapenda memberikan keterangan berupa:

a. NPWPD;

b. nama Wajib pajak; dan

c. jenis Pajak Daerah.

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui sistem informasi yang terhubung antara Bapenda dengan Perangkat
Daerah Kabupaten yang melaksanakan layanan publik tertentu.

Proses penyelesaian permohonan layanan publik tertentu pada sisten informasi
yang dimiliki Perangkat Daerah Kabupaten, tidak dapat dilanjutkan sebelum
dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dan ayat (2).

Pasal 8

Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
memuat status:

a. valid; atau
b. tidak valid.

Keterangan status Wajib Pajak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan apabila memenuhi ketentuan:

a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi
aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda; dan

b. telah memenuhi pembayaran:
1. PBB-P2 tahun terakhir; dan
2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.

Keterangan status Wajib Pajak tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 9

Dalam hal pemohon mengajukan permohonan layanan publik tertentu
memperoleh Konfirmasi Status Wajib Pajak yang memuat status valid
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, layanan publik tertentu
dapat diberikan.

Dalam hal pemohon mengajukan permochonan Ilayanan publik tertentu
memperoleh Konfirmasi Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, layanan publik tertentu
tidak dapat diberikan dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) terlebih dahulu agar memperoleh status Wajib Pajak
valid dan mendapatkan layanan publik tertentu.
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Pasal 10

Tata cara pemberian Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Pajak Negara
atas layanan publik tertentu berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 - 11 - 2020

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 11 - 11 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

ZAT ZAT MUNAZAT

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 65



